
 

 
  
  
  

GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
NOMOR 15 TAHUN 2013 

TENTANG 
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a.  bahwauntukmelaksanakanPasal 7 PeraturanPresidenNomor 83 
Tahun 2006 
tentangDewanKetahananPangan,perlumembentukDewanKetahanan
PanganProvinsi Sulawesi Barat; 

  b.  bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf a, 
perlumenetapkanPeraturanGubernurtentangDewanKetahananPanga
nProvinsi Sulawesi Barat. 

Mengingat : 1.  Undang-UndangNomor  7 Tahun 1996 tentangPangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

  2.  Undang-UndangNomor 26 Tahun 2004 tentangPembentukanProvinsi 
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 105, TambahanLembaran Negara RebuplikIndonesaiNomor 
4422); 

  3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437); 

  5.  PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 2002 
tentangKetahananPangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 124, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4254); 

  6.  PeraturanPresidenNomor 22 Tahun 2009 
tentangKebijakanPercepatanPenganekaragamanKonsumsiPanganBe
rbasisSumberDayaPanganLokal; 

  7.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 
tentangOrganisasidan Tata KerjaInspektorat, BadanPerencanaan 
Pembangunan,PenelitiandanPengembangan Daerah 



 

sertaLembagaTeknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, 
TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) 
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,terakhirdenganPeraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 
tentangPerubahanKetiga AtasPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentangOrganisasidan Tata 
KerjaInspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan, 
PenelitiandanPengembangan Daerah sertaLembagaTeknis Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2012 Nomor 8, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 65);       

  8.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6,Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39); 

  9.  PeraturanGubernur Sulawesi Barat Nomor 1.a Tahun 
2011tentangGerakanPercepatanPenganekaragamanKonsumsiPanga
nBerbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2011Nomor1.a). 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
DalamperaturanGubernurini yang dimaksuddengan : 
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 
2. GubernuradalahGubernur Sulawesi Barat selakuKetuaDewanKetahananPanganProvinsi; 
3. Pemerintah Daerah adalahGubernur Sulawesi Barat danperangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan  Daerah;
4. DewanKetahananPanganProvinsi Sulawesi Barat yang selanjutnyadisebutDewanKetahananProvinsiadalahlembaga non struktural yang 

dibentukuntukmewujudkanKetahananPanganProvinsi. 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

BagianKesatu 
Pembentukan 

Pasal 2 
DenganPeraturanGubernurinidibentukDewanKetahananPanganProvinsi. 
 

BagianKedua 
Tugas 

Pasal 3 
DewanProvinsimempunyaiTugasmembantuGubernurdalam: 
a. merumuskankebijakandalammewujudkanketahananpanganprovinsidenganmemperhatikankebijakan yang ditetapkanDewan;
b. merumuskankebijakandalamrangkamendorongkeikutsertaanmasyarakatdalampenyelenggaraanketahananpanganprovinsi;
c. melaksanakanevaluasidanpengendaliandalamrangkamewujudkanketahananpanganprovinsi, untukkelancaranpelaksanaantugas DKP, 

KetuaDewanKetahananPanganProvinsi; 



 

d. mengundangbupati, kepaladinas/badan/unitkerja/perangkatdaerahataupejabattertentu, tokohmasyarakatsertaunsur
terkaituntukmenghadirirapatkoordinasiataupertemuandewandanmengikutsertakannyadalamupayamewujudkanketahananpanganprovi
nsi; 

e. membentukkelompokkerja (Pokja) yang terdiridaripokjateknisdanpokjaahlisertapokja
dianggapperludalammewujudkanketahananpangan diwilayahnya. 

 
BagianKetiga 

Fungsi 
Pasal 4 

Dalammelaksanakantugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DewanKetahananPanganmenyelengarakanfungsisebagaiberikut :
a. koordinasiperumusankebijakanketahananpanganmeliputikegiatandibidangpenyediaanpangan, distribusipangan, cadaganpangan, 

penganekaragamanpangan, pencegahandanpenanggulanganmasalahpangandangizi; 
b. koordinasidansinergisitaslintassektordanseluruhstakeholderdanmasyarakatdalam merumuskanlangkahoperasional  (Program Aksi) 

kebijakanketahananpangan; 
c. memfasilitasiterwujudnyaketahananpanganwilayahmelalui forum koordinasitingkatprovinsidankabupaten
d. mengembangkanjaringandansistemkoordinasiantarinstansipemerintah, 

swastasertalembagamasyarakatdalamperencanaandanpelaksanaanmanajemenpembangunanketahananpanganwilayah;
e. koordinasievaluasidanpengendaliandalamrangka mewujudkanketahananpanganwilayah. 

BagianKeempat 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 
(1) SusunanOrganisasiDewanKetahananPanganterdiridari: 
 a. Ketua : Gubernur Sulawesi Barat 
 b. KetuaHarian : WakilGubernur Sulawesi Barat 
 
 
 

c. Sekretaris 
MerangkapAnggota 

: KepalaBadanKetahananPanganProvinsi Sulawesi Barat 

 d Anggota : 1. AsistenBidangEkonomidanKesraSetdaProvinsi Sulawesi Barat
   2. StafAhliGubernur 
   3. KepalaDinasPertanian Dan Peternakan 
   4. Kepala DinasKelautandanPerikanan 
   5. KepalaDinas Perkebunan 
   6. KepalaDinasKehutanan 
   7. Kepala Dinas Koperasi, UKM,Perindustriandan Perdagangan
   8. KepalaDinasPerhubungan, KomunikasidanInformatika
   9. KepalaDinasKesehatan 
   10. KepalaDinasSosial 
   11. KepalaBadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian
   12. KepalaBadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintah
   13. KepalaBadanPenanggulanganBencana Daerah 
   14. KepalaBadanPusatStatistik Provinsi Sulawesi Barat 
   15. KepalaBiroPemberdayaanPerempuandanPerlindungan Anak
   16.  Kasub.DivreDolog 
   17. KepalaSekretariatBadanKoordinasiPenyuluhanPertanian
   18. TenagaAhli/ Pakar/ PerguruanTinggi 
   19 LembagaSwadayaMasyarakat (LSM)  dan Media Massa.



 

(2)UntukkelancaranpelaksanaantugasKetuaDewanProvinsi Sulawesi Barat dapatmengundangunsur
terkaituntukhadirdalamrapatataupertemuanDewanProvinsi, danmengikutsertakannyadalam 
upayamewujudkanketahananpanganProvinsi Sulawesi Barat.  

 
Pasal 6 

(1) Dalammelaksanakantugas, DewanProvinsidibantuolehSekretariatDewanProvinsi. 
(2) SekretariatDewanProvinsisecara Ex-Officio dilaksanakanolehBadanKetahananPanganProvinsi Sulawesi Barat.
(3) SekretariatDewanProvinsidipimpinolehSekretaris yang 

dalammelaksanakantugasnyabertanggungjawabkapadaKetuaHarianDewanProvinsi. 
 

Pasal 7 
(1) SekretariatDewanProvinsimempunyaitugasmemberikanpelayananteknisdanadministratifkepadaDewanProvinsi.
(2) SekretariatDewanProvinsisebagaimanadimaksudpadaayat (1) secara Ex- OfficiodijabatolehKepalaBadanKetahananPangan.

 
Pasal 8 

(1) UntukmenunjangpelaksanaantugasDewanProvinsi,KetuaDewanProvinsidapatmembentukkelompokkerjaahli
kelompok kerja khusus pemberdayaan. 

(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaisusunankeanggotaan, 
rinciantugasdantatakerjakelompokditetapkanolehKetuaHarianDewanKetahananPanganProvinsi. 

 
BAB III  

TATA KERJA 
Pasal 9 

(1) DewanProvinsimengadakan RapatPleno yang dipimpinlangsungolehGubernuruntukmembahaslaporanpelaksanaantugasDewanProvinsi, 
secaralangsung, berkalasekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalamsetahundan/atausewaktu- waktusesuai

(2) UntukkelancaranpelaksanaantugasDewanProvinsi, KetuaHarianDewanProvinsimengadakanrapatberkalasekurang
kali dalam setahundan/ atausewaktu-waktusesuaidengan keperluan. 

(3) DewanProvinsi, membuatlaporanpelaksanaantugasnyakepadaDewanNasionalsecaraberkalasekurang
(tiga) bulandan/atausewaktu-waktusesuaidengan keperluan. 

(4) DewanProvinsimengadakanrapatdan/ataukoordinasidenganDewanKabupatensekurang-kurangnyasekalidalam 1 (
 

Pasal 10 
Setiap perangkatorganisasi dilingkungan DewanProvinsidalammelaksanakantugasnyawajibmenerapkanprinsipkoordinasi, 
integrasidansingkronisasibaik dilingkunganmasing-masingmaupunantarsatuanorganisasi didalamdan diluarDewanProvinsi.
 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 
Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugasDewanProvinsidibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja Negara 
danAnggaranPendapatanBelanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 12 

Hal-hal yang belumdiaturdalamPeraturan GubernurinisepanjangpelaksanaannyaakandiaturlebihlanjutolehKetuaHarianDewanProvinsi.
 



 

Ditetapkandi  Mamuju 
padatanggal, 12 Juli 2013 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

 

    H. ANWAR ADNAN SALEH 
Diundangkan di Mamuju 
padatanggal, 12 Juli 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 

 

H. ISMAIL ZAINUDDIN 

Pasal 13 
DenganberlakunyaPeraturanGubernurini, makaPeraturan GubernurNomor 7 Tahun 2010tentangDewanKetahananPanganProvinsi Sulawesi 
Barat dicabutdandinyatakantidakberlaku. 

Pasal 14 
PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanGubernurinidenganpenempatannyadalamBerita Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat. 
 
 
 
 
 
 ttd 
 
 
 
 
 
 
 ttd 
 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 15 


